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TENTANG
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PADA DINAS PERIJINAN KOTA DENPASAR

Menimbang

Mengingat

i)

WALIKOTA DENPASAR.

bahwa sebagal tindaklanjut dari ketentuan Pasal 5 Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2007 tantang Wewenang

Penandatanganan Perifinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa
Transisi;

bahwa dalam rangka pelaksanaan penandatanganan perijinan
tertentu wajib inendapat rekomendas darl Walikota:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b perly menetapkan Keputusan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penendatanganan Perijinan
Tertentu Pada Dinas Perfjinan Kota Denpasar;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Uncang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerntah Pengganti Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembtaran Negara Republik Incdonesia Nomor

4548);



-

4. Peraturan Presiden tanggal 27 Desember 2007

Nomor 112
Tahun 2007 dan Pembinaan Pasar
Tradisional Pusat Perbelanjaan dan :

gal 6 Juli 2008 Nomor 24
_ Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Sary Pintu: =

@ Lenpasar Nomor 14 Tahun 199
tentang Ijin Trayek Angkutan Penump
Dagrah Kota Denpasar

Tahun 1995 Ng
8, Peraturan Daerah Kota
tentang Iin Usaha

(Lembazran Daerah Ko-

14, Peraturan Daerah Kota Den
tentang Retribys; Usaha p

Denpasar Tahun 2001 Nom
15. Peraturan Daerah Kotz Omor 24 Tahun 2001

tentang Usaha Hotel Melati

Tahun 2001 Nomor 24):

16, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 T3
entang  Usaha Rumah

Pasar Nomor 17 Tahun 2001

erikanan (Lembaran Daerah Kotz
or 17);

Makan(Lembaran Daerait  Kots
Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran
Tahun 2002 Nomor 8



18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002

tentang Usaha Perdagangan Minuman Beratkohol (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11);

19.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002

tentang Ijin tsaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2002 Nomor 12);

20.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahum 2002

tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran
Derah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);

21.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 fentang

Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daarah
Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);

22.Peraturan Daerah Kota Cenpasar Nomor 6 Tabun 2005 tentang

Retribusi  Ijin  Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11} ;

23.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Retribusi Ijin Tempat Uszha dan ljin Gangguan (Lembaran
Daerah Kota Denpasur Tahun 2006 Nomor 10):

24.Peraturan Daerah Kota Denpasar Numor 6 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi  Dinas Perijinan  Kota Denpasar

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahur 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

25.Peraturan Waliketa Denpasar tanggal 16 Mei 2007 Nomor 12
Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Usaha

Jasa Kontruksi di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2007 Nomor 10},

26, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Uralan Tugas Jabatan Pada organisasi Dinas Perijinan Kota

Denpasal (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomeor

18);

27.Peraturan Walikota Den
Nomor 53 Tahun 2007
Pemerintah Kota Denpas
Tahun 2007 Nomor 53);

28.Peraturan  Walikota Denpasar tanggal 11 Desember 2007

Nomor 54 Tahun 2007 tentang Wewenang Penandatanganan

Perijinan Pada Dinas Perijinan Pada Masa Transisl (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 54);

pasar tanggal 11 Desember 2007
tentang Pelayanan Perijinan Pada

ar (Berita Daerah Kotz Denpasar



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENANDATANGANAN  PERDJINAN  TERTENTU PADA DINAS
PERIJINAN KOTA DENPASAR.

Pasal 1
Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalzh Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Waliketa adalah Walikota Kota Denpasar.
4

. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris LCaerah Kot
Denpasar,

Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan  Kota
Denpasar,

Oy U

7. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang mengelola perijinan di lingkungan Pemerintah Kota
selain yang menjadi kewenangan Dinas Perijinan.

8. Perljinan Tertentu adalah Perijinan  yang kewenangan

penandatanganannya dilaksanakan Dinas Perijinan atau

Instansi  Teknis setelah mendapatkan rekomendasi
Walikota.

S. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri
dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara
vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan

kepada pelaku usaha atau dikelola sendirl  untuk
melakukan kegiatan perdagangan barang.

10.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan
mandiri, menjual berbagai jenis barang secara yang
berbentuk minimarket, Supermarxet, departemen store,
hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan

Pasél 2

(1) Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan penandatanganan
perijinan tertentu pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.

(2) Jenis-jenis perijinan tertenty dimaksud pada ayat (1)
sebagaimara tercantum dalam  Lampiran yang

merupaken bagian yang tidak terpisahkan  dari
Keputusan ini, -



PasaQB

(1) Dalam rangka penandéitanganan jin  tertentu

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala

Dinas Perijinan wajib mendapat rekomendasi dar
Walikota dan atau Instansi Teknis.

Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana d'maksud
pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan yang
meliputi aspek teknis, sosial  budaya, ekonomis,
ketentraman dan ketertiban.

Dalam pemberian rekomeniﬂasi sehagaimana dimaksud

nada ayat (1) Walikota dapat meminta pertimbangan
teknis dari instansi teknis,

|
(4) Dalam pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) instansi teknis dapat berkoordinasi dengan
instansi teknis terkait lainnya,

Pas§|4

Pemberian rekomendas sebagaiimana. dimaksud dalam Pasal
3 dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perijinan setelah

mendapat pertimbangan darl. Tim vyang dibentuk dan
ditetapkan olzh Walikota. ’

Pasal 5

(1) Rekomendasi sebagaimané dimaksud dalam Pasal 3

(2)

diberikan paling lambat 1|4 (empat belas) hari kerja
sefelah diterimanya permohonan rekumendasi dengan

syarat-syarat administrasi dan feknis yang dinyatakan
lengkap dan benar oleh Dinas Perijinan.

Jangka  waktu untuk"i pemberian  rexomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tfidak dihitung
sebagai waktu pemrosesan jjin oleh Dinas Perijinan.

Pasgls

Rekomendas] sebagaimana dirﬁaksud dalam Pasal 3 oleh

Dinas Perijinan dijadikan dasar .sebagai keiengkapan proses
perijinan.



Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapi.an.

Ditétapkan di Denpasar
ﬁ i tangga! 18 Maret 2008




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 18 MARFET 2008
NOMOR  : 26 TAHUN 2008

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENANDATANGANAN PERIIINAN TERTENTU PADA DINAS PERLIINAN KOTA DENPASAR

JENIS-JENIS PERIJINAN TERTENTU YANG DALAM PENANDATANGANANYA MEMZRLUKAN REKOMENDASI WALIKOTA/INSTANSI TEKNIS

NG JENIS DIN 2 PERUNTUKAN SATU [ SKALA/BESARAN fiui  KET 4
i . Bl R e - | 3 4 N HHL
1 Persetujuan Prinsip Membangun a. Rumah Sakit |
- luas lahan M? 1> 10.000
- luas bangunan M? = 5000
- Juimdah tempat tidur bh z 100
b. Gelanggang olah raga M = 10.000
c. Sekulah M? = 5000
d. Pusat Perbelanjaan, Toko Modern Ha Semua Besaran
e. Komplek Ruko, Rukan M? z 10.000
f. SPBU dan SPBG - Semua Besaran
i. Hotel Berbintang/Condotei
~ luas lahan M’ = 10.C00
- luas bangunan M’ = 5000
- kamar bh = 100
2 Ijin Lokasi a. usaha pertanian M > 50.000 _
b. usaha bukan pertanian M? > 30.000
3 Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah a. kawasan pemukiman M* |~ 10.000
b. kawasan Perdagangan dan jasa M’ {z 10.000
4 surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman perdagangan minuman beralkohol Ltr semua besaran
(SIUP-MB) golongan B dan C
2 Ljin Usaha Industri (IUI) |UI Besar Rp (juta) |= S00.000.000




_ 2 _ | 3 4 | 5 6 |
[jin Usaha Bahan Bakar (IUBE) ljin Usaha Pangkalan .*,”
a. Pangkzlan Minyak Tanah
Perusahaan Besar : Rp (juta) |z 500.000:000
b. Pangkalan Gas
Perusahaan Besar Rp (juta)  [= 506.000.000
ljin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 1. ljin Prinsip Taman Rekreasi M? =z 10.000
2. ljin Prinsip Gelanggang Renang (LB)M®  |500 sid 1600
3. ljin Prinsip Padang Golf M? _mmq::m besaran
4. ljin Prinsip Gelanggang Bowling line |semua besaran
5. ljin Prinsip Rumah Billyard Meja semua besaran
M’ semua besaran

6. ljin Prinsip Panggung Tertutup

= 10.000




